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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

bahwa sebagai kKonsekuensi meningkstnya intersitas pariwisata,
pelabukan parikanan, permubungandransgoras arusfjaringan
informasi, kegiatan sosial ekoncmi, perdagangan dan sebagainya
terutama di Kawasan Karangantu dsn Banten Lama akan membawa
pengaruh terhadap perkembangan Kawasan Karangantu dan Banten
Lama seta mengakibatkan perubahan strukiur kegiatan dan fisk
kawasan ;

bahwa uniuk mangendalikan perkembangan sk Kawasan Karangantu
dzn Banten Lama sebagai akibat dar tuntutan kebutuhan dan kegiatan
yang semakin meringkat, ma<a pe-lu disusun pedeman sengembangan
Tata Ruang Kawasan yang menyelsruh dan terpaduy ;

bahwa berdasartkan pertimbangan setagamana dmaks.d huruf a dun
huref b pedu mengatur Rercana Umum Tata Ruang Kawasan
Karanganiu can Bantzn Lama dengan Peraturan Dasrah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Peraturan Casar Pokok-
pokok Agrara (Lembaran Negara Tahun 1880 Nomer 104 Tambahan
Lambaran Megara Momor 2013);

Undang-undang Momor 20 Tahun 1961 tentang Percabuwan Hak-hak
Mas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lerbaran Negara
Tahun 1951 Momer 288, Tambahan Lembaran Negara Momor 2324

Undang-undang Momeor 15 Tahun 1285 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Memor 74, Tamoahan Lembaras
Megara Momor 3317 ;

Undang-undang Nomor 5 Tabun 1990 jeniang Keonservas Sumber
Daya Alam Hayatl dan Ekosisternnya (Lembaran Megara Tanun 1880
Momor 49, Tambahan Lembaran Negara NMomor 3419) ;

Undang-undang MNomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Nagara Nomor 3469) ;

Undang-undang Momor § Tahun 1882 teatang Benda Cagar Budaya
{Lembaran Megara Tahun 1992 MNomar 27, Tamoahan Lembaran
Megara Momor 3470] ;

Undang-undang Momor 24 Tahun 1992 tentang Penalaan Ruang
{Lembaran Megara Tshun 1932 Nomor 115 Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3501] ;
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Undang-undang MNomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Megara Tahun 1997 Nomor 638
Tambahan Lembaran Negars Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
MNegara Tahun 1228 Nomor 1687, Tambahan Lembaran Hegara Nomor
2888

Undang-undang Hamar 23 Tahun 2000 tentang Pembeantukan Propins
Banten { Lembaran Negara Tahunm 2000 Momor 122, Tambaha-
Lembaran Negara Momor 4040 ) ;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Indust
(Lembaran MNegara Tahun 2000 Momor 243, Tambahan Lembara-
MNegara Nomor $045) ;

Undang-undarng Momor 7 Tahun 2004 temtang Sumber Daya ~-
(Lembaran MNegara Tahun 2004 Momor 32, Tambahan Lembara-
MNegara Momor 4377)

Undang-Undang Namor 10 Taaun 2004 tentang Fembentuza-
Feraturan Ferundang-undangan (Lemaaran Megara Tahun 2022
Momar 53, Tambahan Lambaran Magara Naomar 4389)

Undang-undang NMomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Megara Tahun 2004 Momer 7125
Tamtahan Lembaran Negara Nomor 4438) |

Undang — Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanar
Daerah [(Lembaran Negara Tahun 2004 Momor 128, Tambanan
Lembaran Negara Momor 4437);

LUndang-Undang Momaor 33 Tahunm 2004 tentang Perimbangar
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemanintahan Dasran
{(Lembaran MNegara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Megara Momor 4438) ;

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang .Jalan (Lembaran
MNegara Tahun 2004 Momer 132, Tambahan Lembaran Megara Mo—c-
4444 ;

Peraturan Pemernntah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturar
Air {Lembaran Megara Tahun 1882 NMomor 37, Tambahsn Lembparar
Megara Momor 3225) :

Feraturan Pemerintah Momor 14 Tahum 1987 tentang Penyeranhan
Sebagian Urusan Pemerintahan ci bidang Pekerfaan Umum kepaca
Daerah (Lambam@an Megars Tahun 1887 Momor 25. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3353)

. Peraturan Pemerintah Momer & Tahun 1388 tentang Koordinasi

Kegiatan Inrstansi Vertkal di Daerah (Lembaran Megara Tahun 183
Momor 10, Tambahan Lembaran Negara Momor 3373) ;

Paraturan Pemerintah Momor 82 Tahun 1998 tentang Penyerahar
Sebagian Urusan Pemenntah di Bidang Kehutanan kepada Daerab
{Lembaran Megara Tahun 1998 Momor 108, Tambahan Lembaran
Megaa Nomaor 3769)

FPeraturan Pemenintah Momor 27 Tahun 1983 pentang Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan (8MDAL), (Lembaran Megara Tahun
1989 Nomor 58, Tambahan Lembaran Megars Momor 3838) ;
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Paraturan Pamerintah Momor 256 Tahon 2000 tentang Keweanangan
Pemenntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Oronom
(Lembaran Negara Tahwun 2000 MNomor 54, Tambaban Lewvbaran
Hagarma Nomor 3852);

Peraturan Pemerintah MNomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
iLembaran Megara Tahun Z001 Nomor 143, Tamtcahan Lemrbaran
Megara Momor 4158) ;

Peraturan Pemerintah Momor §2 Tahun 2001 tentang Fengelolaan
Kualitas Ar dan Pergendalian Pencemaman MAir (Lembaran MNegara
Tahun 2001 Momor 153, Tambhahan | semibaran Begara Momor 4961) ©

Peraturan Pemetintah Momor 34 Tahun 20068 tentang Jalan (Lemrbaran
Hegam Tahun Z0068 Homor BE, Tambahan Lembaran Megara Nomor
4555) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Seramg Momor 8 Tahun
1980 tentang Kawasan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
Banten Lama esebagai Taman VWieala Budaya {(Lembaran Caerah
Kabupaten Daerah Tingkat [1 Serang Tahun 1990 Momor 222);

Peraturan Oaerah Kabupaten Ssrang Momor 5 Tahun 2001 tentang
Pangelolaan Mawasan Partai (Lembsaran Dasrah Tahun 2001 Nomor
S02);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Momor 6 Tahun 2001 tentang
Pemanfaatan Kepelabubharsan (Lermbaran Dasran Tahun 2001 Homor
503):

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomwr 9 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan (Lembaran Daerah Tahwn 2001
Homor S0G6),

Peraturan Daearah Kabupaten Serang Nomeor 13 Tahan 2001 tentang
Fengendalian Limban (Lem>aran Daeran Tahun 2001 Nomor 515);

Feraturan Dasrsh Kabupaten Serang Nomor 17 Tahuan 2001 tentang
Garis Sempadan (Lemrbaran Dasrah Tahwn 2001 Momor 515);

Peraturan Daersh Kabupaten Serang Nomor 20 Tahan 2001 tentang
liim Mendirkan Bangunan (Lembaran Daeran Tahun 2001 Momor S525);

Peraturan Dmarah Ksebupalen Sarang Momor & Toahun 2002 tentang
Rancana Tala Ruang Wilsyah Kabupaten Serang Tahun 2002-2012
(Lembaran Dasran Tanun 2002 Nomor S89];

Poraturan Cacrah Kebupaten Sarang Momor 1 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Dserah Kabupaten Serang (Lambaran Daesrah
Tahun 2005 Momor 70S5);

Feraluran Dawrah Kabupatsn Serang RNomor 17 Tahun 2008 Enang
Pembentukan Organizasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang
[Lembaran Dasrah Tahun 2005 Nomor T17);

Feraturan Daerah Kabupaten Serang Momor 15 Tahun 2005 tentang

Pembantukan Organisasi Dinas Dasrah Kabhupaten Serang (| @embarcan
Daerah Tahun 2005 Nomor 721k

Peraturan Daersh Kabupaten Serang Momxr 15 Tahun 2008 tentang
Pakaok-pakak  Pangelalaan Kevangan Daerah Kabuopaten Serang

iLembaran Daerah Tanun 2006 Nomor 736);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Momor 24 Tahun 2006 tentang
Penyidilk Pagawai Megeri Sipill di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Momor T£5)
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan

BUFATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan © PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG

KAWASAM KARANGANTU DAN BANTEM LAMA SAMPAI TAHUN 2012
BAR |
KETENTUAM UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
.

3
4,

10,

1.

12.

13

14,

Daerah adalah Dasrah Kabupatan Serang.

Pemerntah Oaeran adalan Bupati beserta perangkat daerah sebagai  unsur
penyelenggara pemenntahan daerah.

Bupati adalah Bupali Serang.

Dewan Perwakilzn Rakyst Daeerah adalsh Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Kabupaten Serang.

Dadan Perencanaan Permbangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Serang.

Kepala Badan Ferencanaan Pambangunan Daerah adalah Kepala Badan Penencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Serang

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan
wilayah administratif yamg diatur dalamm peraturan perundang-undangan sears
pemukiman yang telah mempedihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.

Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman vang berperan di dalam
satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dam peninjauan kembali rencana-
rencana kota.

Rencana Kota adalah rencana pengembangan kola yang disiapkan secara tekmis dan
non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemenintahan Daerah yang
merupakan kebijaksanaan pemanfastan muka bumi wilayah kota termasuk ruang
diatas.

Rencana Umum Tata Ruwang yang selanjulnya disingkat RUTR, adalah rencana
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
agar pemanfaalannya oplimal, leslari, seimbang dan scrasi bagi sebesar-besarmys
kemakmuran rakyat.

Rencana Umun Tata Ruang Kola yany selanjutnya disingkat RUTRE, adalah rencana
pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar
eaktor dalam rangka peloksanaoan pregram-program pembangunan kote.

Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disingkat RTRK ., adalah rencana
pemanaalan ruzng kols sacara terinci yang disusun unfuk mempersiapkan perwvujudan
ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota,

Wilayah Perencanaamn adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai
dendgan rencana kota,

£ Bagaen
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15. Bagian Wilayah Kota yang salapjubaya disingkat BWEK, adalah satu kesabuan wilayah
dar kota yang bearsangkulan yang merupakan wilayah yang barbenfuk zecara
fungsional dan administratif dalamr rangka pencapsian daya guna pakayanan fasilitas
Jmmum kota.

18. Kawasan adalah wilsywah dengan fungsi vtama lindusg atau buddaya.

17. Lingkungan adalah suailu kesatuan reang yang mengiambarkan kesstuan sistem
wehidupan. baik dari asaek sosial, ekonomi maupun boedaya,

BAB N
TUJUAN DAN SASARAN RUTRH
Bagian Partama
Limum
Pasal 2
Tujuan dan Sasaran Panyusunan RLITR Kawasan Karangantu dan Bantes Lama -

1. Mencptakan kawasan paelestanan situs >ersemrah rang mempunyai daya lank wisata,
dengan sasaran ;

a. Meakukan konsarvagi, rekonstrikei, rehabilitasi dan revitalisosi situs-situs bersegarah
dan obyek-obyak yang tarkail,

@. Mewembangkan wisata arkeciogis dan wisata ziareh dengan berbagai fasilitas
pEnUnERng Ry,

c. Mewupayakan diversifikasi alrakgi. kegiatan dan fasilitas umuk menanc dan
mMe ayani wisatawan.

2. Wempedabankan kawasan budidaya paranian dan parikanan, dengan sasaran :
& Melindungi kawasan partanian lahan basah berirgasi teknis dari perubahan furgsi
k. Menjamin tersedianya pasckan air bagi persawahan irigasi teknig
¢. Mengembangkan kawaszar parikanan lambsk

1. Mengembangkan kawesan pelabuhan untuk kegiatan perikanan dan anghkutan kayu,
darngan sasaran !

£, Memisahkan kegiatan pelabuhan kayu dan perikasan secara legas

k. Meyedakan skses dan prasarana parkir yang memadai bag pp kegiatan

£ Mewediakan fasililas penunjang kegialan pelabuhan perikanan dan palasuban Kayu
4. Mengembangkan kawasan-kawasan hunian yarg berkualilas baik, dengan sasaran :

d. Menata kawasan hunian pada lokasi yang sesuai secara teknis dan legal

E. Mewediakan prasarana dan sarana lingkungan sesuai standar mirimum yang
bresrakou.

Bagian Wadua
Ruatig Lingkup Wilayah MKota
Fasal 3

(1] Pearancanaan Kawasan Karangants dan Banten Lama mencakip Luss Areal 1.761 5"
Ha.

(2) Perencanaan Kawasan sabagaimana dimaksud ayal (1), melipub:



a Desa Banten ;
b. Da2sa Kasunyatan ,
¢. Sabagian Desa Margaluyu,
(3 Perencanaan Kawasan sebagaimana dimaksed ayai (2), berdasarkan fungsinya terbagl
menjadi 3 (iga) pembagian kawasan, yaitu :
a Pusat Kawasan |
b Sub Pusat Selatan Kawasan ,
< Sub Puzat Timur Kawasan.
Pasal 4

Batas-bata: perencanaan kawasan Karangantu dan Banten Lama, secara Acminist-atif
acalan :

Sebelah Lharz dibatazi oleh Teluk Banten ;

Sebelah Selatan dibatasi oleh Jalan Kasurwatan
Sebelah Baral dibatasi cleh Kecamatan Kramatwatu ;
Sebelah Timu- dibatasi oley Desa Margaluyu,

R

BAB I
RENCAMNA UWUM PENGEMBANGAMN KAWASAN
Bagian FPartama
Kedudukan dan Fungsi Kota
Pasal 3

Kawasan Karangantu dan Banten |lama herkedudiukan di Kecamatan Kasemer ya g
diarahkan pengembasgannya dengan fungsi ulama sebaga berikut :

a. HKegiatan vWisata Sejaran dan Ziarah ;
b. HKegiatan Pertanian Lahan Gasah ;

¢. Kegiatan Perikanan

d. Kegiatan Palasuhan

Bagian Kedua
Rencana Pemanfaatmn Kawasan
Pazsal &6
(1} Pergembangan Kawasan Banten Lama dan Karangantu diarahkan untuk -
a Kegiatan Wisata Sejsrah dan Jiarah
b Feranian Lahan Basan
¢ Penkanan
d Pelabuhan
e Kegiatan Permukiman
f. Kawasan Parindungan Setempat

(2} Pemanfaatan Ruang kawsssan  temasuk didalamnya kawasan  pelestarian situs
bersejarah, kawasan budidaya pertanian lahan basah beririgas tekns. perarian
tamtak, serta pelabuhan ikan dan kayu.

. b



Pasal 7

Jumilah penduduk kawasan diarahkan sampai Tahun 2012 adalah sebesar 26.271 jiwa
dengan laju pertumbuhan sebesar 1.25 % pertahun .

1)

e

(1

(2)

Pazal &

Kawasan Karangantu dan Banden Lama secara gariz besar terbentuk 1 (satu) pusat
BWH dan £ sub pusal BYWH yang merniliki jargka uan pelayansn masing-masing.

Jamgkauan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi
a. Pusat Kawasan, dengan jangkauwan pelayaman pada seluruh wilayah perencanaan

b. Sub pusat Kawasan A dan B, dengan jangkauan pelayanan terhadap masyaraka:
yang barada pada desa bersangkutan,

Bagian Ketiga
Struktur Tingkat Pelayanan Kawasan
Pasal &

Struktur utama tingkat pelayanan kota terdin dari tingkat pelayanan kawasan dar
wilayah sekitamya.

Tingkat pedayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ;

a. Pusat Kawasan (PK) melayani areal seluas + 563,38 Ha dengan pusat pelayanar
berada di koridor Serang — Pelabuhan Karangantu bagian Utara.

b. Sub pusat Kawasan Selatan melayani areal seluas + 435,84 Ha berada dikordo:
jalan Serang — Karangantu di Desa Kasunyatan.

c. Sub pusat Kawasan Timur melayani areal seluas + 6611 Ha dengan pusat
pelayanan berada di Desa Kasunyatan,

Bagian Keempat
Sistemn Transportasi
Pasal 10

Sigtem fransportasi Kawasan Karangantu dan Banten Lama mealput :

=,
b.
L,

Jalan arteri ;

Jalan kolektor ;
Jalan Lokal,
Bagian Kelima
Sistern Jaringan Utilitas
Pasal 11

(1) Sistem jaringan utiltas yang akan dikembangkan yaitu :

a, Pengembangan air bersib,

b. Pengembamngan jaringan air limbah
¢. Pengembangan drainase

d. Pengembamngan persampahan

e. Pengembamngan jaringan listrik

f. Pengembangan telekomunikasi



(2) Sistem pengembangan sarana dan prasarana

a. Pengembangan kebutuhan listrik dan jaringannya akan didistribusikan sacara sfaktié
dan efisien ke selurub kawasan.

b. Pengembangan kebutuhan telepon dan pengembangan listrik jaringannya akan
didistribusikan ke seluruh kawasan.

¢. Pengembangan kebuluhan jaringan drainase akan ditata secara afektif dan efisien

d. Fengembangan sarana dan prasarana pengumpulan akhicr sampah  &<a-
dilingkalkan sesuai kebutuhan,

Bagian Keenam
Pengembangan Pemanfaatan Air Bakuw
Pasal 12
{1} Pengembangan air baku berasal dari air tanah dalam dan PAM (Sistern Perpipaan.

{2} Pemanfaatan mata air baku sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukan caz
pelayanan Kawasan,

Bagian Ketujuh
Indikasi Unit Felayanan Kawasan
Pasal 13
Indikarsi unit pelayanan kota terbagi 2 (dua) unit yaitu
a.  Unit pelayanan kawasan (pusat kawasan) yang dapat melayani seluruh kawasan.

b. Unit pelayanan sub pusat kawasan bagian dari wilayah kota yang terdin dar dua suc
pusal kawasan,

Bagian Kedelapan
Indikasi Unit Palayanan Baglian Wilayah Kawasan
Pasal 14

{1) Fasilitas perdagangan dan jasa meliputi, warung di setiap lingkungan, perokean di
scliap BYWK, sub pasar di beberapa pusat BWK, pasar regional, gudang distribusi, pool
minyak, perkoperasion dan pasar gnoair.

{2) Fasilitas kesehatan meliputi, balai kesehalan Ibu dan Anak (BRIA) Puskesmas.
Puskesmas pambanty, Dokter Praktek dan Apotik.

(3} Fasilitas pendidikan disesuaikan dengan perkiraan jumiah penduduk usia sakolah.

{4} Faeilitae rekreasi dan olah raga direncanakan aekitar pusat kota unluk melayani wilayah
kota dan sekitarnya.

Bagian Kesambilan
Pengalolaan Penanganan Lingkungan
Pagal 18

Pengelolaan penanganan lingkungan diprioritaskan pada wilayah kawaean yang kondisi
lingkungannya masih kumuh melalui tindakan pernertiban. rehabilitasi'peremajaan.
penyiapan dan pembangunan bary.

BABIV ...covv e
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BAB IV
RENCANA PELAKSANAAN
Pasal 16

Felaksanaan RUTRE diselenggarakan atas dasar pola wang terpadu yaitu dalam
rangka mendukurg perkembangan kawasan guna mencapai linghal perkenmmbangan dan
pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Felaksanaan RUTRK yasg terpadu sebagaimana dimaksud avat (1), ditetapkan dan
diararkan untuk mengisi pelaksanaan program pembsngunan Jangka Pendex
Menengah dan Panjang.

Felaksanaan RUTREK atas dasar tahapan perencanaan dalam rangka pembentukar
ruang melalui pencapaian penvujudan peruntukan lahan.

Pelaksanaan pencasaian perwujudan ruang sebagaimana dimaksud ayat 3
dilaksanakan melalui prosedur perijinan tata wang.

Pelakeanaan RUTRK wntuk Jangka Panjang dtetapkan ci dalam Pola Dagar
Fembangunan Daerah, untuk Jangka Menengah melalui penstapan program dalam
Rencana Pembangunan Lima Tshuare Daerah, ontak Jdargka PandekTahonan
diietapkan melalui Rencana Anggaran dan Belanja Daerah/Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah.

Pelaksanaan pembangunan Jangka Pendek Menengah dan Panjang diselenggaraxan
=Acara bearsama-zama sasuai dangan tanggungjawab dan kewajiban serda kewenangan
Pemearintah Pusa:;, Pemerintah Daerah dan mengikutserdakan peran serta masyarakat
dan pihak ketiga.

Pasal 17

Tahapan pelacsanaan pembangunan kawasan dibagi dalam 4 (empat) Tahad yatu :

1.

Tanapl

Lokasi pricritas pada kawasan pusal kawasan dengan Titk Berat program :
a. Perbakan/ penataan kondis! ingkungan pusat Kawasan

b. Pembangunan jarngan sarana dan prasarana kawasan dan lain-lain.

c. Penataan kegatan dipusat kawasan, yaitu penataan perkantoran, perdagangan jan
terminal.

Tahap 1l

Lokasi pricritas pada pusat lingkungan dengan Titik Berat program @

a. Pembangunan prasarana kawasan

b. Pembangunan terminal

c. Pengembangan pamukiman penduduk dan fasililas penunjangnya
Tahap Il

Titk Berat program :

a. Fembinaan dan paningkalan prasarana Kawasan

b. Pengembangan pamukiman penduduk dan fasililasnya

Tahap IV

Titk Eeral program pembangunan kawasan pada labap akhis an darahkan pada
penyalesaian dan perbaikan program-program pambangunan pada tahap sebelumnya
agar tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan Jdapat Eerjalan secara
berkesnambungan sehingga dapat dicepai pembangunan kawasan secara optimal
bardaya guna dan barmasil guna

- -
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Paszal 18
(1) Targgurey Jawals pelaksanasan RUTRE berada pada Bupati.

(2) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijakan bagi pencapaian secara
optimal pelaksanaan RUTREK.

(3) Instansi yang menangani penjabaran rencana, pamantapan fencsna yang bersifat
aperasional serta wpaya peninjauan kembali rencana adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda).

(4) Instansi teknis yang menangan pelaksanaan perwujudan ruang sera pelaksanaan
pembangunan program sekior berada pada Satuan Kerga yang terkait,

(5) Kegialan dan program yang menyangkut pelaksanaan urusan otonomi Pemerintas
Laerah untuk Jangka 1ahunan diajukan melalu tata cara pencantuman program/proyes=
pada RAPED.

Paeal1b

Uraian lebih rinci dari pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Karanganiu dar
Bamien Lama diiwangkan dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagai lampiran ya~g
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.,

BAB V
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI
DAM PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Portama
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 20
{1} Tujuan pengawasan dan pongendalian pembangunan kawasan adalah
a. Mewujudkan pencapaian pembangunan ruang yang ditetapkan.

b. Mencegah tumpang tindih penggunaan lahan serta penyimpangan - penyimpangan
pembentukan ruang dari rencana yang ditetapkan,

(2) Upaya pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakikan
dengan cara  pemantauan dan  evaluasi | menyeluruh  terhadap  pelaksassss
pembangunan tata ruang kawasan yang sedang berjalan.

(3 Hewenangan pengawasan dan pengendallan pembangunan kota berada pada Bupas

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupay zazat
menunjuk Instansi teknis guna melaksanakan pengawasan dan pengendalian,

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 21

(1) RUTRK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesulkan denga-
kebutuhan,

{2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan paling lama =
{lima) tahun sakali.

Bagian Ketiga ...............
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Bagian Ketiga
Paran Serta Masyarakat dan Pihak Ketiga
FPasal 22

RUTRK dilaksanakan dengan memberkan peluarg pada peran aktif masyarakat dan
phak ketga.

Peluzng keikulseriaan masyarakal dan pitak ketiga sebegaimana dimaksud ayat (1),
barupa swadaya masyarakat dan investasi swasta baik investzsi langsung maupun
rrvslabai berluk kerjasamas Pemmeaintabh Dascabh,

Terhadap lapisan masvarakat termasuk kalangan pihak ketiga berkewajiban untuk
mentaali peryelenggaraan pelaksasaan RUTRK sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB W
PENYIDIKAM

Pamal 23

Pejabat Pegawai Meger Sipil tertertu di lingkungan Pemerntah Daesah diber
wewenang khusus sebagal Penyidik uniuk melakukan pemyidikan terhadag
pelarggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3).

VWewanang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:

a  Menerima, meocad, meogumpulkan dan meneliti keterangen  atau  leporan
berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebu:
menjadi engkap dan jelas,

b.  Meneliti mencar dan menrgumpukan keteérangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenawan parbuatan yvang diakukan sehubungan dengan tind.k
pidana ;

¢ Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan adanya lindak pidana ;

d. Memeriksa buku-buku, ca'atan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkanaan
dengan adanya tindak pidana;

. Melakukan penggeledahan umiuk  mendapatkan barang bukti | pembukusn

pencatatan dan dokumen-dokurnen @in seta melakutan penyitaan terhadap
by bkl lersebal |

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana

9. Menyuruh berhenti danfatau melarang sesecrang meninggalkan ruargar atau
ternpatl pada ssal pereiksaan sedang berlangsung den pemeriksaar WenilEs
arang dandatau dokumen yeng dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret sesecrang yang berkaitan dengan tirdak pidana ;

o Nemarggl oramg antuk & dengar  keberangannya dan diperiksa  sebagaimana
tersangka atau saksi;

j-  Menghentikan penyidikan;

k. MNelakukan tindakan lain yang peru untuk Kelancaran penyldikan tindak pidana
menurut hukum yang depat dipertanggungjawablkan.

Penydik sebagaimana dimaksud ayat (1}, memberitatukan dmulainya penyidiken dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada panurmut umum. sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Momor § Tehur 1881 tentang Hukum Acara Pidara

BAD W ..o



BAEB Vi
KETENTUAN PIDAMNA
Fasal 249

(1} Barangsiapa melanggar ketenivan Fasal 16 ayat (4) dan Fasal ZZ ayarl (3), diancam
kurungan pidana selama-lamarya 8 (enam) bulan atas denda setinggi-tingginya Bp
50,000,000, - { lima pulub juta rupiah).

{2} Tindak pidana sebagamana dimaksud ayat (1),adalah pelanggaran.

BAE Vil
KETENTUAN PERALIHAM
Pasal 25

Segala bertuk Perijinan Pemanfastan Ruang yang ada sebelum berlakunya Peraturan
Daerah inl, sepanjang tWdak berentancan dinyaiakan masin \Btap berlaku dan apabila
bertantangan. maka Farus disesuaikan dengan Pemturan Daerah ini

BAR IX
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 28

Hal — hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Deerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lekih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27
Peraturan Caeray ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin:ahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Digahkan d Sararng

pada tanggal 9 April 2007
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